
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran 
dalam pengelolaan perusabaan dan usaha, maka. 
bebcrapa ketentuan dawn Peraturan Bupati 
Pu:rworejo sebapjmena d.i.mabud pad.a huruf a, 
audah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ecgera 
dilalrukan pcrobehan Jrembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud pada huruC a dan huruf b, perlu 
m.enetapkan Pemturan Bupati tentang Perubahan 
Ketiga Atas Pcraturan Bupati Purworejo Nomor 50 
Tahun 2012 tent.ang Petunjuk Pelaksan.aan 
Peraturan Daerah Kabupat.en Purworejo Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 
Tirta Perwitasari; 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 10 TAHUll 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 TAHUN 2012 
TENTANG PEroNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15TAHUN 2011 
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA 

BUPATI PURWORF.JO, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah 
Kabupa.t.en Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Perusahan Daerah Air Minum Tirta 
Perwituari, telah diterbii:kan Peraturan Bupati 
Purworejo Norn.or 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Peru.sahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitaeari, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Purworejo Norn.or 20 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pera.turan Daerah 
Ka.bupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Perwitasari; 

BUPATI PURWOREJO 
PROVlll'Sl JAWA T&JfGAH 

ISALINANJ 

,. 

 



Bebers.pa ketentuan dala.m Pers.turan Bupati Purwortjo Nomor 
50 Tahun 2012 tentaag Petuojuk Pelaksans.s.n Peraturao Daerah 
Kabupe.ten Pwworejo NoJDOr 15 Tahun 2011 tent.an& Puuaah.aa.o 
Daerah Air Minum Tirta ~IBaari (Serita Daerah Kabupe.bi:o 
Purwon,jo Tabun 2012 Nomor 501, yang telah diubah beberapa kali 
dengan Peraturao Bupati Purworejo; 
a. Nomor 2 Ta.bun 2015 fBerita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 

2015 NoDlOr 21; 
b. Nomor 20 Tahun 2015 (Derita Daerah Kabupatcn Purwon:jo Tahun 

2015 Nomor 20); 
diubah aebagai berikut; 

Pasal I 

Menets.pks.n; PERATURA.N BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 
TAHUN 2012 TENTANO PETI.JNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANO PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM 11RTA PERWITASARI. 

MEMU1USKA.N: 

1. Pasal 18 ays.t {6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Ta.bun 1945; 

2. Undang-Unds.ng Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dawn 
Ungkungan Propinsi Js.wa Tengah; 

3. Unds.ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak.hir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah /L,embaran Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2014 Nomor 58, Tambs.han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Pen.isahaan Daerah Air Minum 
Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupe.ten 
Pu.rworejoTabun 2011 Nomor 15); 

Mengingat 

 



(3) UllJlR jua pet\Rabdian aeb&Raimana d!rnekeud pada ayat {1), 
dan a_yat (2) ditentukan berd&sarkan perhitunge.n jumlah tahun 
lamanya bertugaa dibegi mrusa jabatan dikalikan Ufmf! jua 
bulan terekhir dalain periodesasi maaa. jabatan Dewan 
Pengawas. 

(4) Besamya uang jasa pengabdian ebagaimana dirnakaud pad.a 
ayat (3) ditetapkan oleh Bupat:i dengan memperhetikan 
kemampuan keuangan PDAM. 

(2) Dewan Pe.ngawas yang diberhentikan dengan bonnat aebelum 
masa jabeiannya berakhir berha.k mendapat wwg jaaa 
penpbdian dengan syarat telah mcajalankan tupanya paling 
eed.lkit 1 (aatuJ tahun. 

(l) Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya berha.k 
mendapat uang jasa pcngabdian. 

(31 Perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2} dltetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti/diberhentikan sebelwn 
maaajabatannya berakbir, harus se~ra diganti dengan AflAAota 
Dewan PenRftwas pengpnti paling lambat 15 (Lin,a belasJ hari 
seja.k tanggal pemberhentian. 

,s1 Ma&& jabatan anggota Dewan ~gawas penggant:i eebagaimana 
dirnaksud pada ayat {4) berakhir pada saat berakhimya 
periodesasi masa jabataD anggota Dewan Penpwas yang 
digantik.an. 

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satuJ pasal, yakni 
Pasal SA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PasalSA 

(2) OalaJn hal maaa jabaun Dewan PeJ188was telah berakhir, 
sedangkan Dewan Pengawu yang baru belwn terbentuk, maka 
Bupati dapat mempc:rpanj.ang maaa jabatan Dewan Pengawu 
yang beraangkutan untuk masa jabatan paling lama l (satu) 
bulan, 

[I] Dewan Pengawas dianglc.a.t dengan eara dipilih dan ditetapkan 
oleh Bupat:i, dari unsur. 
a. Pejabat Pemerintah Oaerah; 
b. ma.syarakat profesional dan/atau masyarakat konsumen. 

I. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai beri.k:ut : 

Pasal 4 

 



(2) Sub Begian sebegeimana dirnak•ud pada ayat (1) dipimpin oleh 
ecorang Kepala Sub Bagilm yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepela Bagieo Teknik. 

{ 1) Bagi an Teknik terdiri dari; 
a. Sub Bagian Pereneanaan dan Penpwaaan; 
b. Sub Bagian Penanggulangan Kehilangan Air; 
c. Sub Begian Produklli. 

(1) SP! bertanggungjawab kepada Direksi. 

(2) SPI clianglmt dan diberhenl:ikan oleh Direkai. 

(3) Pcngisian jabatan SPI diseaua.ikan dengan kemampuan dan 
kebutuhan PDAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undanpn. 

5. Ketentuan Paul 17 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) 
hurufyakni huruf c, sehingp Paaal 17 berbunyi eet.pi berikut: 

Pasal 17 

Paaal 11 

3. Diantara Pasal 10 den Pasal 11 disiaipkan l (aatu) paaal, yakni 
Pasa1 lOA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Paaal lOA 

(I) Dircksi yang telah berakhir maaa jabatannya dapat diberlkan 
uang jasa peogabdian. 

(2) Direkai yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa 
jabatannya beralchir, dapat diberilcan uang jaBII pengabdian 
dengan ketentuan yang bersa:ngkutan telah menjalankan tugas 
11ebegai Direk:si paling eedikit l (aatu) tahun. 

(3) U~ jasa pengabdian &ebagaimana dirn8D'.ld pada ayat (1), 
dan ayat (2) direntuken berdasarkan perhitungan jumlah tahun 
lamanya bertugas clibagi masa jabatan dikalikan penghe•ilen 
bulan terakhir, yang dihitung dari 2,5 (dua koma. lima) gaji 
pokolc t.erti.nggi pegawai ditambah tunjangan sesuai ketentuan 
yang berlaku pade bulan berakhimya maea jabet.e.n Direksi. 

(41 Beumya uang jasa pengabdian sebagaimana. dirnabud pada 
aya_t (3) ditetapkan oleh Bupati beniasarkan ueul Dewan 
Pli:npwas dan kemampUAUl keuangan POAM. 

4. Ketentuan ayat (2l Pa.sal 11 diubah, sehinga berbunyi M:bagai 
berilcut: 

 



Pa!ial 89 

(1) Pegawai diberhentikan dengan hotmat karena; 
a. telah mencapai uaia 56 (lima puJuh cnam) t.ahuo; 
b. mcninBBal dunia; 

Penempatan penonil pada j.abatan atruktwlll diatur oleh Direkai 
dmpn berpedoma.n pads ketentuan yang berlaku. 

9. Ketenruan Paaal 89 ~t (2) dan ayat (31 diubah dan ditambah 
I (satu) ayat, yalmi ayat {41, aehing,i. Pasal 89 be.rbuAyi &ebepi 
bcrikut: 

(l) Dalam mc-Jaksaoalmo tups aebegaimana dimakaud dalam 
Pasal 18, Kepala Cabang dibantu oleh 2 (Dua) Kcpala Urusan. 

(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud peda ayat (l) tenliri dari: 
a. Kepala Urusan Administrasi; 
b. Kepala Urusan Teknik. 

(3) Kep&la Urusan sebe.gaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan berumgung jawab kepada Kepala 
Cabang. 

{4) Tupa pokok Kt:pala UruUll seb&gairnana dimakaud pada 
ayat (2) diatur denpn Keputuean Direkst 

(SJ Pengieian dan pcngangkatan ja.batan Kepela Uruaan Cabang 
diperuntuk:kan bagi Cabang POAM denpn jum]eh pelangpn 
5.000 (Lima ribu) sambungan rumah atau lebih. 

8. Kctentuan Pa.sal 36 ayat (11 diubah dan ayat (2) dihapus, echinga 
Paul 36 berbunyi sebapi berikut: 

Pual36 

Pasal20 

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubeh sena 
ayat (2) huruf c dihapus, seninga Pasal 20 berbunyi &ebagai 
berikut: 

Cabang PDAM mcmpunyai tugaa melaksanakan eebagian atau 
seluruh kegjatan-kegiatan administraai dan teknik di wilsyah 
kerjanya. 

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berl>unyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(3) Tugaa pokok Sub Begian sebagaimana disnakeud pada ayat (1) 
diatur denpn Keputuean Direksi. 

 



(4) Setia.p Pegawai yang mcnjalankan tugas belajar 
dibebaatugaakan dari jabatan dan pekerjaannya dan dapat 
diberikan bantuan biaya pend.idilam dari anggaran PDAM serta 
berhak ataa penghallila.n penuh kecuall jenis tuajangen tertentu 
yang perhltunpnnya berdallBl'kan hari rnasuk kerja. 

(5) Setiap Pegawai yang menje.lankan tupa bclajar dapat diberikan 
ll8l'llrul penunjang kqpatan belajar aesuai dengan lreroarnpuan 
keuangan PDAM. 

(6) Setiap Pegawai yang tclah selesai menjalankan tugas belajar 
harue melaporkan kepada Direksi dan diberikan pekerjaan 
sesuai dengan formasi yimg ada. 

(2) Jangka walrtu cuti yang belum dijalani karma dipanggil kembali 
bekerja se~ dimaltsud pada ayat (11, tetap menjadi hak 
Pegawai yang bersangkutan. 

(3) Setiap Pegawai yang IDClljalaokao perintah perjalanan dioas 
denip,.n Surat din&s oleh PDAM, diberikan biaya dinas aesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan berhak atas penghasilan 
pen uh. 

(l) Pcgawai yang meajalankan cuti tahunan, cuti besar dan/atall 
cuti karena alasen penting dapat dipanggil kembali bekerja 
karena kepcntingan dinas mendesak, 

Pasal 92 

10. Ketentuan ayat {7} Paaal 92 diubah, sehingga berbunyi sebqai 
berikut; 

(2) Pegawai yang diberhenti.kan d.engan honnat aebagaimana 
dimaksud ayat (1), dapat diberikan penghargaan yang besamya 
ditetapkan dcngan Keputuaan Dircklli scsuai dengan 
kema.mpuan keuangan PDAM. 

(3) Pemberhentian Pcp.wa.i a!U pennintaan sendiri eebapimana 
d.imak.sud pada ayat {I) huruf c, berlaJru pada akhir bulan 
berikutnya. 

(4) Penehanman eebaJnwnana di.mauud pada ayat (2), dalam 
bentuk Wlilll van1t bcsarnva ditentukan berdaeerkan 
oerhitunzan indeke lamanva bertl.JltBs dikalikan Pii i,okok 
bulan t.erakhir ditainbah pcrhirungan tunjangan jabatan bulan 
terakhir. 

e. atas pcrmintaan sendiri; 
d, ltesehatan tidak memungkioksn yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dokter; 
e. reorganiaasi. 

 



TRI HANDOYO 

SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI E NOMOR 8 

Ttd. 

viundangkan di Pwworejo 
pada tw)8gW 21 lluet 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

I\GUS BASTIAN 

Ttcl. 

B.UPATI PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworejo 
pad.a t.anp 21 lluet 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupeti ini dengan penempatannye. dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.nggal diundangkan. 

Pasal II 

12. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Pera.tu.ran Bupati ini. 

Ue.ng jasa. pengabdian kepada Dewan Pengawas dan Direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan Pasal lOA diberikan 
kepada Dewan Pengawas clan Dircksi yang berakhir masa 
jabatannya atau diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya 
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 tahun 2011 
tent.ang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari. 

11. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan l (satu] pa.sal, yakni 
Pasal 93A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

93A 

(7) Pejabat Sementa.ra (Pjs.) Direkai tidak dapat memberhentikan 
pegawai, kecuali pemberhentian pegawai yang tidak dapat 
ditunda karena telah mencapai uaia pensiun atau tneninggal 
dunia, 

' 

 



Ttd. 

AGUS BASTIAN 

8.UPATI PURWOREJO, 

I IIUP,\TI I 
I DEW All' -«lit.Iii' Alli 
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9UBBAO. !IUD BAO. -BM'.l. W8BAO. 
UMl,lllo.\N SOII.IL\O. ~t.AJIAII ~IIAAII llU'a BAO PINAMOQULANGAH 

ICIPSCl,\W AIAJj K.BUA!tCWI DATA OM' PIIODIJICM .K&l!llNtOAlf Alll 
l!:l.l!:lmtOHIK PZHQI\WA.SAN 

Ci\ll,,UIO-(:,\&AHO 
l'DAM 

I 
I I 

u- IIIIU!!IAN 
Al>WJMISI'AAIII TIICl'IK 

BAGAN ORGAN PDAM TIRTA PERWITASARI 
KABUPATEN PURWORE.JO 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 10 TAHUJf 2016 
TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANO 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2011 
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
TIRTA PERWITASA.Rl 

 


